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ABSTRAK

MOH. FATUR SULEMAN. HI1120058. EFEKTIFITAS PERAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS
UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DIKOTA GORONTALO

Kemiskinan mengacu pada situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang merasa
tertekan untuk menekuni profesi sebagai pengemis, antara lain faktor ekonomi,
pendidikan, dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami
peran pemerintah Kota Gorontalo dalam menangulangi pengemis urntuk
mewujudkan ketertiban umum di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan
pendekatan penelitian normatif-empiris. Berdasarkan temuan penelitian, Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menggunakan strategi-
strategi untuk membantu pemerintah dacrah dalam menangulangi para pengemis di
Kota Gorontalo, yaitu pemberdayaan sosial, pembinaan social, dan bantuan,sGsiale,
dengan memberikan uang tunai kepada para pengemis untuk memuld
mereka. b

Kata kunci: peran pemerintah, pengemis, ketertiban umum
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ABSTRACT

MOH. FATUR SULEMAN. H1120058. THE EFFECTIVENESS OF THE
GOVERNMENT'S ROLE IN TACKLING BEGGARS TO REALIZE PUBLIC
ORDER IN THE GORONTALO MUNICIPALITY

Poverty refers to a situation where a person cannot fulfil their basic needs.
Several factors cause a person to feel pressured to pursue a livelihood as a beggar,
including economic, educational, and environmental factors. This study aims to
understand the role of the Gorontalo Municipality government in tackling the
beggars to realize public order in the Gorontalo Municipality The research method
uses a normative-empirical research approach. Based on the research findings, the
Social and Community Empowerment Office of Gorontalo Municipality uses

by providing cash to beggars to start their businesses.

Keywords: government role, beggars, public order
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Namun, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah berbagi kekuasaan. Di mana pembagian kekuasaan ini
berfungsi sebagai dasar untuk mempelajari hubungan kewenangan antara DPRD
dan kepala daerah serta organ-organ pemerintahan lokal. Untuk memperkuat
penelitian dari sudut pandang teori pembagian daerah, yang terkait langsung
dengan konsep demokrasi.® Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan perjuangan nasional adalah
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau kesejahteraan umum,
dan langkah utama untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan keadilan
social. Meskipun Gorontalo merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan
populasi yang meningkat dan pertumbuhan pariwisata yang pesat, hal ini tidak
menghilangkan masalah kemiskinan di Gorontalo, baik di kota maupun di desa.
Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dasar.? Fakta bahwa masih banyak orang yang
mengemis menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah. Dalam

menanggulangi permasalahan pengemis, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo

! Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara
DPRD dan Kepala Daerah, PT. ALUMNI, Bandung, h.16.
2 M. Munandar Soelaeman, 2001 llmu Sosial Dasar, Jakarta, PT Refika Aditama, h.228.



membentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1

Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 23 yang diatur bahwa:

Setiap orang dilarang
a. Mencari Penghasilan Dengan Mengemis, Mengamen, Dan/Atau
Sejenisnya Di Jalan, Didalam Angkutan Umum, Rumah Tempat Tinggal,
Kantor Dan Tempat Umum; Atau
b. Menghimpun Pengemis, Pengamen, Atau Anak Jalanan Untuk

Dimanfaatkan Dengan Cara Meminta Atau Mengamen Untuk Ditarik

Penghasilannya.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut seharusnya dapat
memberdayakan pengemis sehingga mereka tidak kembali melalukan kegiatan
mengemis di kota gorontalo naman tampaknya masih banyak pengemis yang
berkeliaran di kota gorontalo dikarnakan belum berjalannya Penanggulangan
terhadap pengemis tersebut. Adapun gambaran yang terjadi terhadap pengemis ini
adalah:

1. Masalah kemiskinan
Kehidupan pribadi dan keluarga seseorang tidak dapat berkembang dengan

baik jika mereka miskin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka

dan menjangkau pelayanan umum.

2. Masalah pendidikan
Sangat sulit bagi pengemis ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

karena mereka biasanya memiliki pendidikan yang relatif rendah.

3. Masalah keterampilan kerja
Pada umunya mereka tidak memiliki keterampilan seperti tuntutan pasar

kerja.



Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang
penanggulangan gelandangan Dan Pengemis terdapat dalam pasal 1 yang
berisikan:

a) Ayat (1) Gelandangan adalah orang orang yang hidup dalam keadaan tidak
sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,
serta tidak mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta
hidup mengembara ditempat umum.

b) Ayat (2) Pengemis adalah orang orang yang dapat penghasilan dari hasil
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

c) Ayat (3) Usaha Preventif adalah cara terorganisir yang meliputi
penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan,
pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada
hubunggan nya dengan gelandangan dan pengemisan sehingga akan
tercegah terjadinya:

a. Pengelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga
keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit
penghidupannya.

b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya penggelandangan didalam
masyarakat yang dapat menganggu ketertiban dan kesejahtraan
pada umumnya

c. Penggelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan

dan pengemis yang telah di rehabilitir dan telah ditransmigrasikan



kedaerah permukiman baru atau pun telah dikembalikan kedalam
masyarakat.
a. Usaha represif adalah usaha yang diorganisir baik melalui lembaga
maupun tanpa lembaga untuk menghilangkan pengemis dan gelandangan
dan mencegah mereka menjadi lebih umum di masyarakat.
b. Usaha rehabilitif adalah usaha usaha yang terorganisir meliputi usaha-
usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan.®
Dengan adanya para pengemis yang berada dikota gorontalo dan tempat
tempat umum sudah menimbulkan banyak sekali masalah, diantaranya:
1. Masalah ketertiban sosial

Dengan adanya pengemis ini menyebabkan kehidupan dan juga aktivitas
masyarakat menjadi terganggu karna ada sebagian pengemis yang melakukan
aksinya di jalanan.
3. Masalah kriminallitas

Faktor-faktor yang berkontribusi pada kriminalitas yang dilakukan oleh
pengemis di tempat keramaian, mulai dari pencurian kekerasan hingga samapi
pelecehan seksual yang sering terjadi, adalah penyebabnya. Untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka, mereka melakukan itu.

Adapun data jumlah pengemis Di Kota Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun

kebelakang yakni pada tahun tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

% Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Gelandangan Dan Pengemis



Tabel 1.1 Data Jumlah Pengemis Di Kota Gorontalo Tahun 2020-2022.

Tahun Jenis  Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan
2020 22 3 25
2021 5) 5 10
2022 4 9 13

Sumber Data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
Dengan data jumlah pengemis di atas dalam kurun waktu tiga tahun
kebelakan masih ada saja pengemis yang melakukan aksi meminta-minta. Hal ini
tentunya masih dipertanyakan tentang peran efektifitas peran pemerintah daerah
dalam melakukan penanggulangan pengemis secara serius. penanggulangan
terhadap jumlah pengemis yang masih berada di sekitaran ruang publik Kota
Gorontalo masih membutuhkan evaluasi terkait ketegasan dan keseriusan
pemerintah dalam menangani kegiatan meminta minta. Pengemis masih menjadi
topik yang penting dan aktual untuk diteliti karena dibalik berbagai upaya
penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah, namun pengemis masih saja
ada di Kota Gorontalo. Dari permasalahan diatas perlu diadakan penelitian
terhadap efektifitas penanggulangan para pengemis yang bertujuan untuk menilai
apakah kebijakan dan pelaksanaanya telah tercapai atau tidak. Sehingga calon
penulis ingin melakukan usulan penelitian dan menguraikan Mengenai Efektifitas
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk

Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo.




1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pengemis di
kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah
terhadap pengemis di Kota Gorontalo?
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam
menanggulang pengemis.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah
daerah terhadap pengemis di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penulisan hukum pada
umumnya dan penulisan hukum tata negara pada khusunya.

b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di dalami dan di pakai teori teori
yang di dapat dari perkuliahan di fakultas hukum Universitas Ichsan
Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

a. Dari hasi penelitian ini dapat menambah referensi pada penelitian
selanjutnya.

b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan
kemampuan calon penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada

masyarakat nantinya.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori hukum sangat penting untuk penelitian karena membantu
mengarahkan penelitian dan menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian.
Agar masalah dapat dijelaskan secara memuaskan, beberapa teori yang relevan

dapat digunakan saat menganalisis masalah yang dirumuskan.

Hukuman digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap dan perilaku
yang pantas. Jalan pemikiran dokmatis dihasilkan oleh pendekatan Normatif yang
digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai tindakan atau
perilaku yang konsisten. Dalam pendekatan normatif empiris, hukum dianggap
sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan

tertentu.*

2.1.1 Pengertian Peran

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini. Misalnya,
setiap orang akan memiliki peran di masyarakat mereka, seperti sebagai kepala
desa, alim ulama, atau anggota masyarakat lainnya. Namun, diskusi ini akan
terbatas pada fungsi Dinas Sosial. Sebelum kita melanjutkan, akan lebih baik
untuk mengetahui apa arti peran itu sendiri. Peran mengacu pada set tingkah laku
yang diharapkan dari individu yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun,

penelitian ini berfokus pada bagaimana Dinas Sosial menangani pengemis. Mason

4 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1985, him
1.



dan Macheren, di sisi lain, mendefinisikan peranan sebagai kewajiban yang

dikenakan pada orang yang berposisi sosial, menurut Gros.

Teori Peran, juga dikenal sebagai "teori peran”, adalah teori yang
menggabungkan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. "Peran" berasal dari
dunia teater. Aktor dalam teater harus berperan sebagai tokoh tertentu dan

diharapkan berperilaku dengan cara tertentu.®

Namun, Levinson berpendapat bahwa peran yang dimiliki seseorang harus
berbeda dari posisi dan pergaulan mereka dalam kemasyarakatan. Posisi
seseorang dalam masyarakat adalah komponen statis yang menunjukkan tempat
seseorang dalam struktur masyarakat. Fokus lebih pada fungsi penyesuaian diri

dan proses.®

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa peranan adalah elemen yang terus berubah yang mencakup perilaku dan
tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki

posisi dalam sistem sosial.

2.2 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah
Dalam bahasa Indonesia, “pemerintahan" artinya organisasi yang

bertanggung jawab atas kegiatan orang-orang di sebuah negara, negara bagian,

5> Adisasmita, Rahardjo. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. (Yogyakarta: Graha limu, 2006),
175
® Levinson W. ILmu Sosial. 2008, 97



atau kota, dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang mengelola

pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

W.S Sayre menggambarkan pemerintah sebagai organisasi negara yang
menunjukkan dan menerapkan kekuasaan. Selain itu, David Apter menyatakan
bahwa pemerintah adalah kelompok anggota yang paling umum dan memiliki
tugas khusus untuk menjaga sistem yang melingkupinya dan memiliki monopoli

praktis yang berkaitan dengan kekuasaan paksa.’

Selain itu, wilayah tersebut diawasi oleh pemerintah: Daerah adalah
bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah; area yang digunakan untuk
tujuan khusus; area di sekitar atau dimaksudkan dalam kota; area yang terkena

peristiwa yang sama; dan bagian permukaan tubuh lainnya.®

Lain halnya dengan CF Strong, yang menyatakan bahwa pemerintahan
daerah adalah organisasi yang memiliki otoritas untuk menerapkan kekuasaan
berdaulat atau tertinggi. Dalam istilah umum, pemerintah adalah entitas yang

lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.®

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah
provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

" Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 him.

8 G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, him.145.

® Fahmi Amrusi dalam Ni’matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012,
him 28.
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Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah, yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan
nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengelola pemerintahan lokal.
Tiga hal utama termasuk dalam kemampuan untuk mengelola dan mengelola

rumah tangga ini.

Pemerintah daerah, yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan
nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengelola pemerintahan lokal.
Tiga hal utama termasuk dalam kemampuan untuk mengelola dan mengelola
rumah tangga ini.'° Pertama, memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk
menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah; kedua,
memberikan kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif,
dan menetapkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugas tersebut; dan ketiga,
melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui DPRD, dalam
proses memikirkan, mengambil inisiatif, dan mengambil keputusan.Menurut pasal
1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

kepala daerah berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang

10 Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri
Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. him.8
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bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

2.2.2 Kewenanagan Pemerintah Daerah
Wewenang "disamakan™ dengan "kewenangan" dalam kamus besar bahasa
Indonesia, yang mendefinisikan "hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat

keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain..!*

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan
dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa).
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata
Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat
menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Wewenang yang
ditetapkan oleh undang-undang adalah dasar untuk mengukur keabsahan tindakan
pemerintah. Konstitusi Negara menunjukkan kewenangan, yang memberikan
otoritas kepada badan publik dan lembaga negara untuk melaksanakan tugasnya.
Menurut undang-undang yang berlaku, wewenang adalah kemampuan untuk

melakukan hubungan dan perbuatan hukum.*?

Salah satu prinsip utama yang berfungsi sebagai dasar untuk setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum adalah
prinsip legalitas. Dengan kata lain, setiap operasi pemerintahan dan kenegaraan

harus memiliki legitimasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh

11 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan DaerahDi
Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hIm 35.

12 SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 1997, him. 154.
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karena itu, inti dari legalitas adalah wewenang, atau kemampuan untuk melakukan

tindakan hukum tertentu.

Telaah sumber wewenang dan gagasan pembenaran tindakan kekuasaan
pemerintah juga dapat digunakan untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep
wewenang. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah beberapa teori sumber

wewenang. 3

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang tidak
sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau

tidak bertindak. Wewenang juga berarti hak dan kewajiban.*

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki
oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan
demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan
hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah
kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kajian hukum tata
negara dan hukum administrasi negara sangat bergantung pada kewenangan.
F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kedudukan kewenangan ini sebagai
konsep dasar dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena

pentingnya.t®

13 1bid. him.172

14 Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung.
2009, him 26

15 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. HIm
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Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat
provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2.Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/kota
3.Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah

Kabupaten/kota

4.Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien
apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Tiga komponen harus ada: pengaruh, dasar hukum, dan konsistensi
hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang bertujuan
untuk mengontrol perilaku subyek hukum, dan komponen dasar hukum adalah
bahwa wewenang harus diberikan sesuai dengan dasar hukumnya. Adanya standar
wewenang untuk semua jenis wewenang dan untuk jenis wewenang tertentu

adalah bagian dari konformitas hukum.*®

Desentralisasi, atau otonomi daerah, memberikan otoritas kepada
pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Desentralisasi

administratif dan politik adalah dua jenisnya.

Desentralisasi politik berarti menyerahkan wewenang membuat keputusan
dan mengontrol sumber daya tertentu kepada pemerintah lokal dan regional. Di

tingkat lokal, pejabat pusat diberi wewenang untuk menjalankan tugas tersebut

16 Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
him.2.
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melalui desentralisasi adminitratif. Dia bertanggung jawab untuk membuat

peraturan dan membuat keputusan penting.t’

2.2.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau
penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.’® Sebaliknya,
desentralisasi adalah pembagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang
berkuasa di pusat kepada kelompok lain, yang masing-masing memiliki

kekuasaan di wilayah tertentu di negara tersebut.

Jayadi N.K menyatakan bahwa desentralisasi memiliki empat pengertian,
yaitu: pertama, daerah otonom dibentuk dan diberi wewenang tertentu oleh
pemerintah pusat; kedua, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan
oleh pemerintah pusat; dan keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan
kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah tertentu.®

Otonomi  berasal dari bahasa Yunani, di mana itu berarti
"autonomos/autonomia”, yang berarti "peraturan sendiri (self-rule).” Otonomi
dapat didefinisikan secara sederhana sebagai peraturan yang dibuat oleh satu

entitas—pemerintahan sendiri.?

17 La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana.
Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, him. 136

18 Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat I
suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013,
Program PPS-UI, him.21

19 Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press,
Makassar, 2002, him.15

205 Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, him 13.
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Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregering)
yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas zelfwetgeving (membuat undang-undang
sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan sendiri), zelferchtspraak (mengadili
sendiri) dan zelfpolitie (menindaki sendiri).?

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat
otonomi daerah adalah? :

1. Hak-hak ini berasal dari wewenang pangkal dan tugas-tugas pusat yang
diberikan kepada daerah. Keotonomian suatu daerah bergantung pada
istilah hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri: penetapan
kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan
kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan
pemerintah (pusat).

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah
tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang
otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;

3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang
diserahkan kepadanya;

4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan
mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak
mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian

suatu daerah otonom adalah daerah yang self government, self

21 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta, 2012, him. 33.
22 |bid, hlm. 35
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sufficiency, self authority, dan self regulation to its law and affairs dari
daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah
otonom memiliki actual independence.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Republik Indonesia 1945, “pemerintah
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Pada ayat (5)
dinyatakan bahwa "pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
kecuali urusan pemeirntahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat.” Selain itu, ayat (6) menyatakan bahwa pemerintahan daerah
memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah, serta peraturan tambahan,

untuk melaksanakan tugas pembantuan dan otonomi.

Ada dua pendapat tentang autonomi daerah di Indonesia. Pertama, otonomi
sebagai desentralisasi administrasi. Konsep ini melihat otonomi sebagai transfer
kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah dianggap
sebagai pelimpahan otoritas daripada penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah
untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Kedua, otonomi
sebagai desentralisasi politik melihatnya sebagai bukan hanya pelimpahan
wewenang; itu adalah pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah.?

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran

paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi

23 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah
, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, him.62



17

24 Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan
(assignment), pelimpahan (transfer), atau pendelegasian tanggung jawab aspek
politik, administratif dan keuangan (fiscal) pada tingkatan pemerintahan yang
lebih rendah. Maddick dalam Hoessein®® menjelaskan konsep desentralisasi
mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah
otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang
pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh
karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam
teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui
desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah
otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan prinsip otonomi
dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem
dan prinsip NKRI, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Gubernur, bupati, atau
walikota bersama dengan perangkat daerah adalah unsur penyelenggara
pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala
daerah dibantu oleh staf dan unsur pelaksana, yang terdiri dari sekretariat dan

dinas-dinas daerah.

24 Bhenyamin Hoessein, 2002, “Kebijakan Desentralisasi”, Jurnal Administrasi Negara Vol. II.
No.02. Maret. 2002, him. 3.

% Bhenyamin Hoessein, 2002, “Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan
Pemerintahan Daerah,” Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.
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Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah memanfaatkan
peran desentralisasi, yang berarti menyerahkan segala urusan, termasuk
pembuatan peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan, dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah, yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah sendiri.

Dengan memberikan otonomi kepada daerah, desentralisasi pemerintahan
bertujuan untuk memungkinkan daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

2.2.4 Perangkat Daerah

Peraturan perundang-undangan memberikan kekuasaan dan wewenang
kepada pemerintah. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah cara pemerintah pusat
dan daerah memperoleh kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang menetapkan suatu
organ pemerintahan dan memberikan wewenang kepada organ pemerintahan yang
sudah ada dan yang baru dibentuk. Kewenangan yang berasal dari undang-undang
dapat diberikan dalam tiga cara: dengan atribusi, delegasi, atau mandat.
Pendelegasian wewenang adalah memberi wewenang kepada individu yang
dipilih oleh pemegang wewenang. PendeleVVgasian wewenang yang tepat sangat

penting untuk Kinerja organisasi. Karena itu, pendelegasian wewenang sangat
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penting bagi organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi

logis dari organisasi yang semakin besar. .2

Pada tahun 1999, sistem desentralisasi mengubah pemerintahan Indonesia.
Pada dasarnya, perubahan tata pemerintahan di Indonesia adalah upaya untuk
menjalankan pemerintahan yang baik, atau pemerintahan yang baik. Mendekatkan
pemerintah dengan rakyat adalah salah satu tujuan pemerintahan yang baik. Oleh
karena itu, pemerintah dapat memahami dengan baik dan benar kebutuhan,
masalah, Kkeinginan, dan aspirasi masyarakat. untuk mengurangi biaya,

meningkatkan output, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

Perangkat daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah Tingkat Provinsi, dan
Badan-Badan Daerah Provinsi, membantu gubernur sebagai kepala daerah tingkat

provinsi.

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada
Pasal 208 ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
dibantu oleh Perangkat Daerah.”
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah, pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

% http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html, diakses
tanggal 13 Oktober 2023 pukul 08.57 WITA
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membentuk perangkat daerah. Sedangkat Perangkat Daerah Provinsi berfungsi
sebagai pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat
daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbanga:

a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah

b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah

c. Kemampuan keuangan daerah

d. Kesediaan sumber daya aparatur

e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan
pihak ketiga)

Adanya urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah dan menjadi
kewenangan daerah, termasuk urusan wajib dan pilihan, adalah dasar
pembentukan perangkat daerah. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang
berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berhubungan
dengan pelayanan dasar. Organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan

gagasan pembentukan organisasi, yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu

1. Strategic Apex (Kepala Daerah)
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2.Middle Line (Sekretaris Daerah)

3.Operating Core (Dinas Daerah)

4. Technostructure (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5.Supporting Staff (Staff Pendukung).

Dinas daerah adalah pelaksana fungsi inti, atau operasi inti, yang berfungsi
sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan
mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka,
baik urusan wajib maupun pilihan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
fungsi inti (operating core), badan daerah melaksanakan fungsi penunjang
(technostructure), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala

daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus.

Kebijakan yang mengatur penyusunan dan operasi perangkat daerah
ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Semua tugas yang
diberikan kepada pemerintah daerah harus dilakukan dengan kelembagaan yang
jelas dan dapat memenuhi kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan
daerah dilaksanakan melalui kelembagaan daerah. Dengan adanya kelembagaan
daerah, ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan
tugas dan fungsi yang terkait dengan otonomi daerah. Oleh karena itu,
pengorganisasian kelembagaan daerah merupakan komponen penting dalam
mencapai tujuan otonomi daerah.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat
struktur perangkat mereka sendiri. Salah satu alasan utama mengapa perangkat

daerah harus disusun dalam bentuk organisasi adalah bahwa kewenangan daerah
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memiliki urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan yang harus dilakukan dan
pilihan. Namun, ini tidak berarti bahwa semua urusan pemerintahan harus

ditangani dalam organisasi tersendiri.

Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan
bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas, dan Badan. Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan
untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat
menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan
dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah.

2.3 Tinjauan Umum Pengemis
2.3.1 Pengertian Pengemis

Pengemis merupakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang,
makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara
meminta. Bebagai macam pakaian atau perlengkapan mereka gunakan, seperti
pakaian lusuh, topi, gelas plastik, bungkus permen, atau kotak kecil untuk
menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta — minta. Mereka

menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan,
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seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang
sempit.?’
Trik — trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

a. Menjual kemiskinan, para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor,
dan berpakian compang camping.

b. Menampilkan wajah kesedihan, setiap sepanjang jalan di keramaian kota
sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di
pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi
menampilkan wajah kesedihan agar membuka para dermawan untuk
memberi.

c. Komunitas pengemis, yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang
terkoordinasi oleh kordinator yang menempatkan para pengemis —
pengemis di wilayah — wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi
yang berpindah — pindah dan para pengemis diwajibkan menyetorkan uang
kepada kordinator pengemis yang biasa dikenal dengan bos pengemis.

d. Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang
dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak
pinjaman atau sewaan, untuk menarik rasa iba orang lain.

e. Membawa anak atau orang tua yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan
memanfaatkan keadaan fisik seseorang sehingga membuat orang lain

merasa iba.

27 Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, (Jakarta: Titik
Media Publisher, 2013), hal. 1.
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2.3.2 Faktor-Faktor Munculnya Pengemis

Salah satu penyakit sosial yang disebut sebagai pengemis disebut sebagai
penyakit sosial. Semua tingkah laku dan gejala sosial yang dianggap tidak normal,
melanggar norma-norma umum, adat istiadat, atau hukum fromal, atau tidak dapat
diintegrasikan ke dalam pola tingkah laku umum disebut penyakit sosial atau
penyakit masyarakat.?® Pada umunya penyebeb pengemis bisa dilihat dari faktor
internal dan ekternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang suka
meminta-minta, sedangkan faktor ekternal berkaitan dengan diluar dari

kondisinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan keberadaan dari
pengemis, yaitu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya,
masalah lingkungan, masalah hukum dan kewarganegaraan, serta sikap mental
yang kurang sehat.® ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang
melakukan kegiatan mengemis tersebut, yaitu :

a. Merantau dengan modal nekad
para pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya
di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang
ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat.
Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya

dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota.

28 Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial Il Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 4.

2 Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan
dan Pengemis di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis”, INQUIRY Jurnal Ilmiah
Psikologi, him. 39.
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Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat,
dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa
berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

b. Malas berusaha
Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa
usaha, payah cendrung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan
ingin enaknya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik
Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang
untuk memilih mengemis dibidang Kerja, jenis pengemis ini termasuk
kategori pengemis disabilitas. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan
bagi penyandang cacat fisik untuk medapatkan pekerjaan yang layak
membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi
pengemis.

d. Mengemis dari pada menganggur
Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan
yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga seseorang akan
memilih untuk mendapatkan uang dengan cara mengharapkan belas
kasihan dari orang lain.

e. Disuruh orang tua
Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-
anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orangtua nya dan dalam

kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.
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Dengan adanya para pengemis yang berada di tempat umum akan
menimbulkan banyak masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di
antaranya:

a. Masalah Lingkungan (tata ruang)
Pengemis pada umumnya tidak memilki tempat tinggal yang tetap,
sehingga tempat tinggal mereka itu sebenarnya di larang, seperti: di
taman-taman dan di pinggir kali. Dengan keadaan seperti itu, maka
keberadaan mereka di sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan
masyarakat, kebersihan, serta keindahan kota.

b. Masalah Keamanan dan Ketertiban.*

Dengan adanya pengemis, jelas bahwa mereka akan menimbulkan

kerawanan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah

tersebut
2.4 Ketertiban Umum

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum adalah salah
satu tugas pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi dan Daerah. Tertib umum adalah manifestasi dari hak asasi manusia

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat perangkat
kebijakan yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perhatian khusus harus

diberikan kepada fenomena masyarakat yang sebenarnya terjadi. Ini terutama

30 http://bulelengkap.kb.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14, diakses pada
tanggal 4 september 2023 pada jam 22.00 WIB.
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berlaku untuk hubungan kepentingan vertikal antara pemerintah daerah dan
masyarakat, serta hubungan kepentingan horizontal antara masyarakat dan
pemerintah daerah.

Pada dasamya, konsep ketertiban umum adalah pengakuan dan penerapan
aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang
ideal di mana orang-orang dapat melakukan aktivitas mereka secara normal tanpa
terganggu oleh apa yang disebut sebagai “penyakit masyarakat”. Kajian
menyeluruh  menghasilkan peraturan daerah yang mengatur bagaimana
pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan keteraturan umum dalam

pemanfaatan fasilitas dan sarana umum.3!

%1 Perda Kota Gorontalo No 1 Tentang Ketertiban Umum, Hal 18-19
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2.5 Kerangka Pikir

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 Tentang
Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

3. Perda No 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 23

'

Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan
Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo

v v
Peran Pemerintah Daerah kota Upaya Penanganan Pengemis:
Gorontalo: ]
1. Pemberdayaan sosial
1. Melakukan razia rutin 2. Pembinaan sosial
2. Menekan ditimbulkannya 3. Bantuan sosial

masalah ketertiban sosial

Meminimalisir Bertambahnya Pengemis Untuk Mewujudkan
Ketertiban Umum Dikota Gorontalo
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2.6 Definisi Oprasional

1.

Peran artinya perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh
orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti
luas merupakan sesatu yang lebih besar daripada suatu badan atau
kelompok

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-
minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk mengharap
belas kasihan orang lain

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat
sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk
menjalankan peraturan dan Undang Undang sebagaimana mestinya untuk
dijadikan pondasi landasan pedoman dasar

Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syaratsyarat formil
tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.

pembinaan sosial merupakan suatu proses belajar untuk mendidik,
membimbing, mengarahkan, serta memberikan keterampilan kepada
masyarakat terutama dalam kaitannya dengan hubungan sosial di

lingkungannya,



7.

10.

11.
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Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh peluang dasar bagi orang-
orang yang terpinggirkan, baik secara langsung oleh orang-orang itu, atau
melalui bantuan orang lain yang tidak terpinggirkan yang memiliki
berbagi akses pada peluang-peluang tersebut.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,
mengahadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif
dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah
dinyatakan bersalah.

Razia merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak
berwenang untuk memeriksa, menginspeksi, atau mengumpulkan
informasi terkait suatu aktivitas atau tempat tertentu.

ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari

gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-
empiris. Kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang dibutuhkan penulis
dalam menyusun penelitian ini adalah alasan mengapa jenis penelitian hukum

normatif-empiris ini digunakan.

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji Efektifitas Peran
Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk Mewujudkan
Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo, serta penelitian lapangan untuk mengetahui
Efektivitas peran dari Lembaga yang berperan dalam menjalankan amanat dari
Peraturan Daerah tersebut.

3.2 Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah pengemis sebagai orang yang melakukan
aktivitas mengemis atau meminta-minta di Kota Gorontalo.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yakni di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Gorontalo.
3.4 Jenis Dan Sumber Data
Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data penelitian. Data yang

diperoleh dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Untuk penelitian

31
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normatif, data sekunder berasal dari temuan langsung dari sumber seperti
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.
1. Data Primer

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 1 Tahun 2018
Tentang Ketertiban Umum, data primer dikumpulkan dari Dinas Sosial Kota
Gorontalo sebagai bagian dari upaya penanggulangan pengemis. dengan
melakukan penelitian di lapangan, juga dikenal sebagai wawancara, yaitu dengan
membuat daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai referensi, tetapi pertanyaan

yang ingin ditanyakan harus relevan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data atau informasi untuk mendukung data
primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data yang bersifat sekunder, yaitu
data yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan primer. Data sekunder dapat
digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah untuk memerangi

pengemis dan menciptakan ketertiban di Kota Gorontalo.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik
mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal
dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin.
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3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980
Tentang Penanggulangan Gelendangan Dan Pengemis.

5) Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 Tentang
Ketertiban Umum

b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya
terdiri dari buku-buku, jurnal imliah dan internet.

c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca,
contohnya seperti kamus.

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Soerjano Soekanto®? Adalah sejumlah manusia atau unit
yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penulis menetapkan
populasi dalam penelitian kali ini yaitu para pejabat, penegak hukum, dan
masyarakat yang ada Di Kota Gorontalo.

2. Sampel

Menurut Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari
suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus
dapat mewakili populasi atau sub-populasi”

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis memilih sampel yang terdiri dari:

%2 Soerjano Soekanto. 2010. Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Ul press him. 172
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a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Gorontalo.
b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Gorontalo.
c. Pelaku Pengemis Sebanyak 3 Orang.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Studi Pustaka
Dengan menggunakan teknik studi pustaka, data dikumpulkan dengan

membaca buku, jurnal, dan kamus hukum.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian yang diusulkan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif
untuk melakukan analisis. Hasil wawancara digunakan untuk melakukan analisis.
Dengan menggunakan data yang relevan tentang subjek dan objek penelitian,
analisis deskriptif melibatkan menguraikan masalah secara mendalam. Dengan
menggunakan pendekatan kualitatif—mengelompokkan data sesuai dengan
penjelasannya—dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah.
Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau meninjau data
yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data,

menggunakan penelitian pustaka sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 Desember 1961 No.
HUKJ/6-2.20/2250, yang mengakhiri Kantor Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara,
dan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. P/20-98-
33/3054, yang membentuk Kantor Departemen Sosial pada Daerah Tingkat II.
Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Kawat Kepala Inspeksi Sosial Daerah
Sulawesi Utara tanggal 6 Maret 1962 No0.174/BUI/61/62, Kantor Departemen
Sosial Dati Il Gorontalo

Kemudian menyusul Instruksi Kepala Inspeksi Sosial Sulawesi Utara tanggal
15 Januari 1964 No. 30/Bui/fSULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan
Pengresmian Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo.

Didirikan pada tanggal 1 Januari 1964, Departemen Sosial Kotamadya
Gorontalo berkantor di sebuah bangunan yang dimiliki oleh warga negara
Indonesia keturunan asing di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan. Seiring
perkembangan, Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo mendapat lokasi
anggaran untuk membangun gedung kantor berdasarkan DIP T.A 1979-1980.
Pada 20 Mei 1980, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, G.H MANTIK,
meresmikannya.

Kemudian pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan
Keputusan Presiden Rl No. 355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen

Sosial tidak terdapat lagi dalam kabinet/sudah dilikwidasi.

35
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Berdasarkan keputusan kabinet, dikeluarkan surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara No0.56/M/PAN/2000 pada 4 Februari 2000 yang mengatur
penggabungan instansi partikal pemerintah menjadi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah, tanggung jawab kesejahteraan sosial diberikan kepada pemerintah daerah,
dengan mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut di atas. Pemimpin daerah juga
mengeluarkan Peraturan Daerah, Perda No. 19 Tahun 2000, yang mengatur
organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Gorontalo.

Dengan keluarnya Perda Tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
Sosial (Nakersos) Kota Gorontalo adalah organisasi Perangkat Daerah dengan
susunan sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Bina Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Sub Dinas Bina Bantuan Sosial
5. Sub Dinas Tenaga Kerja
6. Unit Pelaksanan Teknis

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang
memberikan otonomi dan pembagian tugas pemerintahan kepada daerah tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, juga mengubah struktur dan tata pelaksanaan kerja

di Kota Gorontalo.



37

Berdasarkan peraturan walikota Gorontalo nomor 13 tahun 2004 tentang
pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata
kerja dinas daerah kota Gorontalo, dinas kesejahteraan social dan tenaga kerja
berubah menjadi dinas social dan tenaga kerja dengan penjabaran struktur
organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS
2. SEKRETARIS
a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Kepegawaian
c.  Sub Bagian Umum dan Kearsipan
3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL
a. Seksi Pemberdayaan Sosial
b. Seksi Kelembagaan Sosial
c. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
4. BIDANG REHABILITASI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL
a. Seksi Rehabilitasi Sosial
b. Seksi Bantuan Sosial
c. SeksiJaminan Sosial
5. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
b. Seksi Hubungan Industrial

c. Seksi Pengupahan dan Jamsostek
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6. BIDANG PEMPATAN KERJA
a. Seksi Penempatan Kerja
b. Seksi Perluasan Lapangan Kerja
c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas
7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
a. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Teratai Indah"
b. Panti Sosial Tuna Werda (PSTW) "Ilomata”
c. Loka Latihan Kerja-Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)
8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
b. Mediator Hubungan Industrial
c. pengantar kerja
Gambaran Organisasi
Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Gorontalo digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.
Adapun gambaran struktur organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaam

Masyarakat saat ini sebagai berikut:
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_ KEPALA DINAS

UG, 2
MASYARAKAT KOTA

2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASL
A TATA KERIA DINAS SOSIAL DAN PEMGBERDAYAAN
NTALO

Irwansyah D A.TAHA, SH.M.Ec.Dev
NIP. 19750114 200212 1 003

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

NDANG HULUMUDI, SH
NIP. 19780701 200501 2018

I

SUBBAG PROGRAM

MULIANL G, SAHA, STP, M.S|
NIP. 19801228 200803 2 003

1

SUBBAG ADM. KEUANGAN, UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

HESTY LAIYA
NIP. 19670116 198901 2 002

KEPALA UPTD RUMAH L

SINGGAH “ILOMATA” BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL,
ANITA RAMALL S AP KELEMBAGAANDA AN

FATMA AS:
NIP. 19760907 200901 2 001 NIP. 1969121

BIDANG REHABILITASI SOSIAL,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
[ N R. TAHIR S.Pd
NIP. 19800904 200901 1 005

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

RASMIVATI RADJAK, SE
NIP. 19781023 200801 2 025

KEPALA TATA USAHA UPTD

. HERNIWATY SUMAGA.SPd

ANALIS KEBIJAKAN AHLIMUDA

NIP. 19680309 199203 2 008

1

T
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

RONALIS [BRAHIM, SE
NIP- 15801107 200012 1001

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI
MUDA

SRIHANDAYANIAHMAD, S Kom

==

RUMAH SINGGAH “ILOMATA”
SISKA DJAFAR, SE

ANALIS KEBLIAKAN AHLIMUDA

NURLAILA KADIR ABAS, S.S0¢
NIP. 19700223 199402 2001

NIP. 19810921 200701 2 011

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

HAMZAH | AHMAD, SEMM
NIP. 19741203 199403 1004

I

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI
MUDA

JOKO HENGA, STP
NIP. 19780914 200012 1 002

PENGGERAK SWADAYA MASVARAKAT AHLI
MUDA

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA ANALIS KEBAKAN AHLIMUDA
YELVI YAPANTO, SE
NINING ABDUL RAHMAN, SE HERLINA MOHA, ANd NIP. 19760830 201101 2 001
NIP. 19790612 200501 2016 NIP.19820405 200604 2 034
KEPALA DINAS SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

IRWANSYAH D A.TAHA, SH.M.Ec.Dev
NIP. 19750114 200212 1 003

4.2 Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam Penanggulangan

Pengemis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis tersebut
melanggar norma kehidupan bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya
penanggulangan melalui preventif, reprensif, dan rehabilitasi. Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memiliki dua tugas untuk menangani
pengemis di Gorontalo, yaitu
4.2.1 Melakukan Razia Rutin

Razia dilakukan dengan maksud sebagai sebuah langkah untuk
mengetahui jumlah pengemis yang berada di kota Gorontalo. Razia bertujuan

untuk memtuskan mata rantai kehidupan pengemis agar kembali hidup normal

dan kembali ditengah masyarakat.
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Razia dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga dilakukan oleh organisasi
perangkat daerah lainnya seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan.
Namun, Pasal 27 UU 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya,
Pasal 34 Konstitusi 1945 menyatakan bahwa "Negara memelihara fakir miskin
dan anak terlantar."”

Adapun data pengemis yang terjaring Razia pada tahaun 2022
sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan

Jenis Kelamin.

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase
1 Laki-Laki 4 30.77%
2 Perempuan 9 69.23%
Total 13 100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas pengemis berjenis kelamin
Perempuan 69.23% dengan jumlah 9 orang sedangkan laki-laki 30.77% deangan

jumlah 4 orang.
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Tabel 4.2 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan
Tingkat Umur.

No Tingkat Jenis Kelamin Jumlah | Presentase
Umur Laki-Laki | Perempuan
1 15-25 1 1 7.69%
2 25-40 1 2 3 23.08%
3 40-60 3 6 9 69.23%
Total 13 100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Pada tabel tersebut diketahui bahwa pengemis mempunyai usia yang
bermacam- macam. Tingkatan usia pengemis yang mempunyai usia 15- 25 tahun
7.69% sebanyak 1 orang, berikutnya tingkatan usia berkisaran 25- 40 tahun
23,08% sebanyak 3 orang, serta usia 69.23% berada pada rentang 40-60 sebanyak
9 orang.

Tabel 4.3 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan

Daerah Asal.

No Daerah Asal Jumlah Presentase
1 Dalam Kota 3 23.08%
2 Luar Kota 10 76.92%

Total 13 100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 23.08% berasal dari dalam kota

dengan jumlah 3 orang dan 76,92% lainya pengemis luar kota dengan jumlah 10
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orang, dari berbagai daerah mulai dari kabupaten Gorontalo, kabupaten Bone
bolango, Sulawesi tengah, dan Sulawesi utara.

Dinas Sosial Kota Gorontalo yang merupakan lembaga yang bertanggung
jawab terhadap penanganan pengemis yang telah melakukan berbagai upaya,
Masalah social, pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari
keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah
perkotan. Masalah sosial pengemis di Kota Gorontalo, Pemerintah Kota
Gorontalo mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2018 yang didalamnya berisi tentang
Ketertiban Umum. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo
yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh
masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan petugas dinas sosial di bidang rehabilitasi
sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd
yakni tentang kewenangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
Berikut petikan wawancaranya.

“Dinas sosial itu tugasnya lebih kearah pembinaan, kalau
kewenangan untuk penertiban pengemis ada di Satpol PP karena
memang ada peraturan daerah tentang ketertiban umum dan
disalah satu item perda nomor 1 tahun 2018 itu ada pasal-pasal
termasuk pengaturan tentang penertiban pengemis. Sedangkan
dinas sosial masih meggunakan peraturan pemerintah (PP)
nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan
pengemis.”

(Senin, 15 januari 2024).
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Peneliti mewawancarai seorang pengemis yang Bernama ibu Sartin Niode
yang sedang mengemis dilokasi toko kue mawar bakery, berikut petikan
wawancaranya.

“Saya sudah pernah terjarin Razia oleh dians sosial kota
Gorontalo tepatnnya 5 bulan yang lalu di kantor dinas sosial.”
(Jumat, 19 januari 2024).

Hasil wawancara diatas menagandung makna bahwa Razia baru bisa
dilaksanakan oleh aparat dinas sosial harus menunggu koordinasi dari satpol pp
untuk melakukan penertiban atau penangkapan para pengemis yang sedang
beroprasi di tempat keramaian, karena itu merupakan kewenanagan satpol pp
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kerjasama dengan instansi terkait sangat penting dilakukan,
Keterlibatan Satuan Polisi (Satpol) dalam menjaring para pengemis di lapangan
dan membawa mereka ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk
didata, tapi sayang hal ini tidak terjadi di Kota Gorontalo. Kegiatan
menjaring, mendata, pembimbingan serta pemberian pelatihan semua
dilaksanakan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sementara
jumlah aparat yang menangani pengemis terbatas. Hal ini yang menjadi kendala
dalam menangani pengemis sehingga jumlah pengemis tidak berkurang dan
kosisten setiap tahunnya.

Peneliti selanjutnya mewawancarai petugas dinas sosial di bidang
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Herlina Moha
A.Md menanyakan terkait apakah ada peran dari dinas terkait dalam penanganan

pengemis, berikut petikan wawancaranya.
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“Permasalahan sosial ini bukan hanya kewenangan dari dinas
sosial, karena masalahnya sangat kompleks makanya melibatkan
seluruh stakeholder untuk penangannya kami punya tim
koordinasi, kalau pengemis anak-anak yang kita tidak temukan
identitasnya kami bawa ke dukcapil, dan dukcapil yang akan
berperan disitu, kalau pengemisnya anak-anak yang putus
sekolah itu adalah kewenangan diknas, kalau  ditemukan
masalahnya pada keluarga maka itu adalah peranan dari
dinas sosial untuk melakukan pembinaan kepada keluarganya,
kita beri sentuhan, bantuan, pelatihan dengan harapan anak itu
tidak kembali ke jalanan lagi.”

(Senin, 15 januari 2024).

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa penanganan kepada
para pengemis bukan saja merupakan tanggung jawab dari dinas sosial dan
pemberdayaan masyarakat tapi menjadi menjadi tanggung jawab dari beberapa
instansi.

4.2.2 Menekan Ditimbulkannya Masalah Ketertiban Sosial

Pemerintah daerah kota Gorontalo terkhusus yakni dinas sosial kota
Gorontalo harus konsisten dalam mengatasi masalah sosial ini, karena percuma
apabila sudah melakukan Upaya untuk mengatasi hal tersebut akan tetapi para
pengemis masih saja kembali ke jalanan untuk melakukan aksinnya.

Peneliti mewawancarai pengemis yang sedang mengemis di sekitaran
rumah sakit bunda yang Bernama bapak Nani Ladiku, berikut petikan
wawancarannya.

“saya sudah pernah terjaring Razia oleh dinas sosial kota
Gorontalo dan saya juga sudah dilakukan pembinaan dan

diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.00,
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tetapi saya tetap kembali mengemis karena bantuan yang
diberikan tidak bertahan lama sudah habis maka dari itu saya
memilih untuk kembali jalanan untuk mengemis lagi.

(Jumat ,19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pengemis
yang terjaring dan sudah dilakukan Upaya dari dinas sosial dengan harapan para
pengemis tidak lagi melakukan aksi mengemis yang dapat menganggu ketertiban
umum, akan tetapi Upaya tersebut masih terbilang kurang untuk membuat
pengemis jera, karena tidak ada regulasi khusus yang menagatur sanksi kepada
pengemis yang kembali ke jalanan untuk melakukan aksi mengemis kembali.

Regulasi diperlukan agar supaya mempermudah dinas sosial dalam
menjalankan  program untuk menangani pengemis yang ada di Kota
Gorontalo. Peneliti mewawancara aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi
sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd
menanyakan terkait apakah ada regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam
menangani pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Yang menjadi faktor penghambat dinas sosial dalam melakukan
pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengemis yaitu belum
adanya peraturan daerah khusus mengatur tentang pengemis
yang menyebabkan belum dibangunnya panti rehabilitasi
sebagai  fasilitas  untuk  melakukan pembinaan  dan
pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis dengan
maksimal dan juga tidak adannya pemberlakuan sanki terhadap
pengemis yang sudah dilakukan Upaya pembinaan tetapi masih
kembali mengemis. ”

(Senin, 15 Januari 2024)
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Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa belum adanya Peraturan
Daerah yang mengatur tentang pengemis di Pemerintah Kota membuat dinas
sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif dalam menangani
pengemis.

4.3. Upaya Penanganan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum

Dikota Gorontalo.
4.3.1 Upaya Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membantu pengemis dengan
memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan mengemudi,
sehingga mereka dapat bekerja dengan keterampilan mereka. Setelah pengemis
mengikuti pelatihan mengemudi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
berupaya untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Ini penting karena
pembinaan ini mengajarkan mereka keterampilan seperti menjahit dan memasak,
sehingga mereka dapat diterima bekerja dengan keterampilan tersebut.

Pemberdayaan  kepada pengemis merupakan hal penting dalam
menangani masalah pengemis. Peneliti mewawancara aparat dinas sosial
dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu
Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan terkait pemberdayaan seperti apa saja
yang diberikan kepada para pengemis di Kota Gorontalo. Berikut petikan
wawancaranya.

“Kalau dalam permberdayaan berarti pengemis diberdayakan,
maksudnya diberdayakan itu ialah dengan memberikan pelatihan-
pelatihan. Pelatihan yang dimaksud itu berupa pelatihan menjahit

dan mengemudi sehingga ketika mereka kembali bergabung



47

dalam lingkungan masyarakat mereka bisa bekerja sesuai
dengan mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diberikan dari
pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan

menjadi seorang penjahit dan supir angkot.”

(Senin, 15 Januari 2024)

Selanjutnya peneliti mewawancai seorang pengemis yang Bernama yang
sedang mengemis di salah satu rumah makan siap saji yang Bernama Bapak Lutfi
peneliti menanyakan apakah pernah mengikuti pemberdayaan yang diberikan oleh
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masayarakat kota Gorontalo, berikut petikan
wawancaranya.

“Saya pernah dibina di kantor dinas sosial tapi kalau soal
pemberdayaan saya belum pernah mengikutinya”
(Jumat, 19 januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pengemis
belum mengikuti pemberdayaan hal ini disebabkan karena belum adanya panti
rehabilitasi yang ada di Gorontalo.

Karena tidak adanya panti rehabilitasi di Kota Gorontalo saat ini, Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menghadapi kesulitan dalam memberikan
pembinaan dan pelatinan kepada pengemis.Hal ini menyebabkan kurangnya
pembinaan dan pelatihan kepada pengemis. Kantor Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat terpaksa melakukan pelatihan dan pelatihan dengan
fasilitas yang sangat terbatas. Panti rehabilitasi sangat penting keberadaannya

karena dengan adanya tempat ini, pengemis dapat dilatih secara berkelanjutan
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untuk meningkatkan sikap dan keterampilan mereka, mencegah mereka kembali
ke jalan-jalan..®

Peneliti selanjutnya mewawancara aparat dinas  sosial dibidang
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty
Sumaga, S.Pd menanyakan terkait sarana dan prasarana apa saja oleh dinas social
dalam penanganan pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“belum ada panti rehabilitasi di kota Gorontalo menyebabkan
kami dari dinas sosial mengalami kesulitan dalam melakukan
pembinaan dan pemberdayaan terhadap para pengemis di kota
Gorontalo, hanya saja tersedia rumah singgah sementara yakni
rumah singgah llomata”
(Senin, 15 Jamuari 2024)

4.3.2 Upaya Pembinaan Sosial

Pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengatasi masalah pengemis agar dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap
memprioritaskan hak-hak dasar kemanusian.*

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan bimbingan
mental, kesehatan, ketertiban, dan keagamaan kepada pengemis. Setelah
pembinaan selesai, petugas yang bertanggung jawab atas pembinaan memantau
pengemis agar mereka tidak kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Demikian
juga, penanganan kesehatan para pengemis diberikan, yaitu pemeriksaan

kesehatan, yang dimulai dengan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran

3 Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam Melakukan

Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. Jambura Journal Civic Education, 1(1), 29-38.

3 Y. Y & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi
Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). REUSAM: Jurnal IImu Hukum, 8 (1), 16
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tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia. Karena tidak ada rumah
singgah atau panti sosial di pemerintah daerah Kota Gorontalo, pembinaan

pengemis dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peneliti mewawancarai seorang pengemis yang bernama Bambang Nusi
yang sedang mengemis dilokasi dekat lampu merah, berikut petikan
wawancaranya.

“Saya pernah ikut pembinaan kurang lebih 11 Kkali, pertama kali
mengikuti program pembinaaan tahun 2009 dan terakhir saya
mengikuti pembinaan tahun 2016.”

(Jumat, 19 januari 2024).

Hal yang sama pula dikatakan oleh pengemis yang bernama Ube
Mooduto, berikut petikan wawancaranya.

“saya sudah pernah dibina tepatnnya dua bulan lalau di kantor
Dinas Sosial Kota Gorontalo.
(Sabtu, 19 Januari 2024).

Peneliti selanjutnya mewawancara aparat dinas  sosial dibidang
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty
Sumaga, S.Pd menanyakan mengenai pembinaan seperti apa saja yang diberikan
oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

“Pembinaan dari segi keagamaan masuk, dari psiko sosial juga
ada, dari pekerja sosial ada. ”
(senin, 15 Januari 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Herson R. Tahir S.Pd.

berikut petikan wawancaranya.
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“Selain pelatihan keterampilan sosial, dinas sosial dan
pemberdayaan masyarakat juga melakukan pembimbingan
mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan. Pihak dinas sosial
selalu memantau para pengemis dari bimbingan yang diberikan,
mereka membina mental pengemis agar mereka tidak kembali ke
profesi mereka sebelumnya, kalau dalam bimbingan kesehatan
para pengemis diberikan penanganan kesehatan yaitu
pemeriksanaan kesehatan dan ini dimulai dari menumbuhkan
kesadaran diri tentang pentingnya kesehatan bagi manusia.
Demikian juga untuk bimbingan keagamaan dalam hal ini dinas
sosial melakukan bimbingan untuk mengingatkan dan menguatkan
nilai religius dari pengemis.”

(senin, 15 Januari 2024).

wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mendidik

pengemis yang dirazia agar mereka tidak kembali bekerja sebagai pengemis.

4.3.3 Upaya Bantuan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sering memberikan bantuan

kepada pengemis di Kota Gorontalo melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

UEP memberikan modal untuk menjalankan usaha..*®

Peneliti melanjutkan wawancara aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi

sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd

menanyakan terkait pembiayaan seperti apa saja yang diberikan oleh dinas

% |Iskandar, A. M., & Halim, H. (2019). Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di
Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea). 5(1), 142-153.
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sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada para pengemis, berikan petikan
wawancaranya.

“Dalam hal ini dinas sosial telah memberikan bantuan usaha
ekonomi Produktif (UEP) kepada pengemis yang ada di Kota
Gorontalo dengan cara memberikan modal untuk menjalankan
usaha. Usaha yang terdiri dari usaha individu. Untuk usaha
individu diberikan modal Rp. 2.000.000,00 dan jenis usaha yang
dikelola misalnya warung kecil.”

“Kami memberikan usaha dalam bentuk barang karena kalau
dalam bentuk uang pasti habis, karena bisa jadi dibelikan hal-hal
yang tidak bermamfaat.
(senin, 15 Januari 2024)

Peneliti mewawancara pengemis sedang mengemis dijalanan yang
Bernama bapak Ube Mooduto berikut petikan wawancaranya.

“Saya sudah pernah mendapatkan pembiayaan dari dinas sosial
kota gorontalo berupa bantuan modal pembuatan kue. ”
(Jumat, 19 januari 2024).

Hasil wawancara di atas mengandung makna bahwa Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pembiayaan telah memberikan bantuan
berupa modal usaha kepada para pengemis agar mereka mendapatkan
penghasilan yang wajar dengan cara membuat kue untuk biaya hidup mereka
sehari-hari. Hal yang berbeda dikatakan oleh pengemis yang lainnya seorang ibu
Sartin Niode yang mengatakan sebagai berikut

“saya belum pernah mendapatkan pembiayaan bantuan apapun
dari dinas sosial dan pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo

itu sendiri”’

(Jumat, 19 januari 2024).



52

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua

pengemis mendapatkan bantuan dari dinas social.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1

Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani pengemis di
Kota Gorontalo dilakukan melalui Razia rutin dan menekan ditimbulkannya
masalah ketertiban sosial.

Upaya penanganan berupa pemberdayaan sosial, pembinaan sosial dan
bantuan sosial berupa sarana dan prasarana yang bisa dipergunaakn para
pengemis yang dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Gorontalo.

5.2 Saran

1

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Gorontalo lebih sering melakukan Razia rutin Bersama
instansi terkait untuk bisa meminimalisir berkembangnnya aksi mengemis di
kota Gorontalo untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Gorontalo, dan
konsisten dalam menekan ditimbulkannya masalah ketertiban sosial di Kota
Gorontalo.

Upaya penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial dari segi pemberdayaan,
pembinaan dan bantuan sosial harus berjalan dengan baik dan maksimal dan
diberlakukan terhadap semua pengemis yang dibina, ditambah lagi
pemerintah daerah harus menyediakan panti rehabilitasi untuk pembinaan

para pengemis sehingga program yang dijalankan bisa efektif untuk
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meminimalisir pengemis demi mewujudkan ketertiban umum di Kota

Gorontalo.
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